
Diterbitkan oleh

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN



JURNAL AKTA YUDISIA

DFWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Direktu r Pascasarja na U n iversitas Borneo Tara kan

. Pemimpin Redaksi

Wiwin Dwi Ratna F, S.H.,M.Hum

Anggota Redaksi

Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H.,M.H

Dr, Basri, S.H.,M.Kn

Mitra Bestari

Prof. Eman Ramelan, S.H.,M.S

Prof. Di. lrwansyah, S.H.,M.H

Budi Agus Riswandi, S.H.,M.H

Dr. Nurul Ghufron, S,H.,M.H

Dr. Marthin, S.H.,M.H

Sekretariat

Rudy,5.T.,M.T

Dewi Nurvianti, S.H.,M. H

Alamat Redaksi

Gedung Perpustakaan Lt. 2 Universitas Borneo Tarakan

Jl. Amal Lama No. L Kota Tarakan - Kalimantan Utara

Telp. (0551) 5507032, Fax (0551) 2028G55

h ltpllB:-bpru"ea_a!.i dlalleyqdlsla

email: aktayudisia@borneo.ac.id

t



DAFTAR ISI

JULY ESTHER, KERUKUNAN ANIARUMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.,.....,........,.116

UMAR HARIS SANJAYA, MEMPERLUAS MAKNA ZINA DALAM GUGATAN PERCERAIAN (STUDI KASUS

puTUsAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NO.1538iPDT.GlZlt3lPA,TGRS)..,....... .,,....129

WIWIN DWI RATNA F WIWIN DWI MTI'IA F, KEWENANGAN BADAN PENGELOLMN LINGKUNGAN

HIDUP DALAM MELAKUKAN MEDIASI KASUS LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA BPLH KOTA

CARIONO, PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA PENATAGUNAAN

ARIANI, KAJIAN PERUBAHAN HUKUM DAN PEREKONOMIAN PADA ERA PERDAGANGAN BEBAS DI

SEKTOR PERTANIAN...,

ERIC PRIMA SENAWAN, KEBUAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI

BIDANG KETENAGAKERIAAN (UNDANG-UNDANG NoMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

NDO IV TARAKAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DAERAH

189

ENDY KURNIAWAN, KEWENANGAN PT. PELI

LINGKUNGAN KERJA PE1A8UHAN.,..,,,.,,...,...,. .232



i ekta Yudisia - Volume 1 Nomor 2 - November 20L6 ISSN 2502-2253

MEMPERTUAS MAKNA ZINA DATAM GUGATAN PERCERAIAN
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1 538/Pdt.G /2oL3 lPA.Tgrs)

Umar Haris Saniaya
Fakuitas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jogjakarta, Indonesia
umarharis@uii.ac.id

Abstract
T'his study focused on discussing the meaning of zina laws that existed at the
Compilation of Islamic Law and Government Regulation No. 9 Yeor L975 on the
implementation of Law No. L Year L974 on Marriage, which the courLs in
applying the word adultery should also look atthe changing patterns of behavior
and adultery today. Adultery should no longer be defined as sexual intercourse
with the entry of male into the female sex, but the behavior of adultery was
bermcam-wide one is oral sex Behavior oral sex is a matter of a lawsuit against
a husband and wife on the grounds of adultery lawsuit, but the court rejected it.
This study contains the problem is how judges interpret the word adultery in
making judgments in divorce? whether oral sex can be classified into the word
adultery? The study found that oral sex by law can not be regarded as adultery,
but the act of adultery into. Proof of adultery can only be recognized when the
entity relotionship entry into the male female sex. In conclusion, the iudges
interpret the meaning of the word adultery adultery per se, but the behavior of
adultery are now widely dffirent patterns and actions. Justice should not only
look at the regulations simply make judgments, bnt look at the pattern of
behavior or adultery committed in defining the word adultery.

Keywords: adultery, oral sex, meaning law

PENDAHULUAN

Salah satu putusnya sebuah hubungan perkawinan dapat terjadi

apabila salah satu pihak baik itu suami atau istri mengajukan gugatan

perceraian.l2 Gugatan perceraian yang diterima oleh Pengadilan akan diuji

dan disidangkan dengan maksud apakah perceraian itu sudah memenuhi

alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah [PP)

No. 9 Tahun L975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

l2Strbckti,Pokok-PokokHukumPerdau,Ctk.RctujuhBelas,Pl'.lntermasa,Jakarta,l'J83,liln.42 )akart4l9B3,h42
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tentang perkawinan pasal L9 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.13 Alasan

perceraian yang dimaksud pada pasal L9 pada PP No. 9 Tahun L975 adalah :

1. Salah satu pihakberbuatzina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi,

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak nreninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal

Iain diluar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejarnan atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain;

5, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;

6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.

I(etentuan tentang aiasan-alasan perceraian yang sama juga diatur

pada Kompilasi Hukum Islam [KHI) yaitr-r pada pasal 116. Hanya pada

ketentuan ini ada beberapa ayat penambahan yaitu suami melanggar taklik

talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan runrah tangga.la Apabila alasan-alasan diatas dapat

dibuktikan didalam gugatan perceraian dan pembuktian dipengadilan,

pengadilan sepatutnya memberikan putusan yang mengabulkan gugatan

perceraian.ls Gugatan perceraian yang dikabulkan oleh hakim, terhitung saat

itu juga sudah terjadi penghapusan perkawinan akibat putusan hakim. Atas

1:l Atrtir Syilrifuddin, Hukilnl PerkawinaD lslnDl Di lDdonesia, Ctk. PertaDri, Pre'rida Medit, lakarta. 2006, )r. 190

I+ Kontpilasi Hrrkun Islanr Pasei 1 1lr.

15 lbnu QaJlim Al-Jauzivah, Hukum Acara t'eradilan lslam, Crk. Kcdua, lusraka Pelajar, yogyakafia, 2007, h. 15
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hal itu, ketua pengadilan akan membuat surat keterangan kepada pegawai

pencatatan dipencatatan perkawinan bahwa perkawinan telah hapus.r6

Dari beberapa alasan-alasan diatas, ada satu alasan yang diatur pada

ayat pertama yang mengatakan bahwa salah satu pihak berbuat zina. Artinya

apabila ada suami atau isteri yang terikat hubungan perkawinan melakukan

zina maka itu dapat dijadikan alasan bagi salah satu pihak unnrk mengajukan

perceraian. Konteks kata zina sendiri sebenarnya adalah sebuah perbuatan

persenggamaan antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh hubungan

perkawinan. Artinya seorang pria dan wanita tanpa ailanya hubungan

perkawinan tidak dibolehkan agama untuk bersengganra. 17 Menurut huknm

Islam zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan sadar, tanpa

keraguan dan dilakukan atas dasar suka sama suka antara pria dan wanita

yang tidak terikat secara syariat Islam. 1B Lebih tegas lagi dikatakan bahwa

zina merupakan perbuatan dimana memasukkan ujung kemaluan pria

kedalam kemaluan wanita tanpa ada hubungan yang sah.ie

Ayat suci Al-quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-7 Aliah SWT

berfirman yang jelas mengatakan bahwa "Dan orang-orang yang menjaga

kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka

miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa

mencari yang dibalik itu maka mereka itulahorang-orang yang melampaui

batas". Ayat diatas menegaskan bahwa suatu hubungan suami isteri

sepatutnya dilakukan kepada mereka yang sudah memiliki isteri atau bagi

mereka yang sudah terikat hubungan perkawinan.

Muslim pada hadist no. 1695 meriwayatkan tentang perintah yang nabi

Muhanimad SAW anjurkan terhadap pelaku zina, hal ini diceritakan yang

artinya"Seseorang mengakui perbuatan zina, yang dialami oleh Maiz di Zaman

16 Pemhlrnn Pemetintah Nomor 9 Trhun 1975 Tertrng Pelaksanaan Undang'UrdanB Nonror 1 Tahlln 1q74 TerbDg P!'rkawinttr t'asnl

14-18

17 TamarDiaia,TuntulanPerkaB.inil&RumahTanggalslam,Ctk.Kedua,PT.Alma'arif.Bandung,79B2.h.202

1.8 NenB Diuba€dah, Perzinaan Dalam PeratuEl Perundang-undangan di hdouesia DitiRiau dari Hukum lslnm, Ctk. Pertama, KcnGru

Prenada Media Croup, lakarta,2010, h.119

19 tbid.
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Rasr-rlullah shallallahu 'Alaihi wasallamyaitu berzina dengan seorang budak

wanita dari suatu kampung. Setelah melakukan perbuatan tersebut, akhirnya

M a'iz bin Malik Al Aslami pergi menentui Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam

seraya berkata,"wahai Rasululluh, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku,

karena aku telah berzina, oleh karena itu aku ingin agar anda berkenan

membersihkan diriku." Namun beliau menolak pengakuannya. Keesokan

harinya, ia datang lagi kepada beliau sambil berkata, "wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku telah herzine." Namun beliou tetap menolak pengokuannya

yang kedua kalinya, Lolu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengutus

seseorang untuk ntenemui kaumnya dengan mengatakan: "Apakah kalian tahu

bahwa poda akalnya Ma'iz ada sesuatu yong tidak beres yang kalian ingkari?"

mereka menjawab, "l{ami tidak yakin jika Ma'iz terganggu pikirannya, setahu

kami dia adalah orang yang baik dan masih sehat akalnya." {Jntuk ketiga

kalinya, Ma'iz bin Malik datang menemui Rasulullah shallallahu 'Alaihi

Wasallam untuk membersihkan dirinya dari dosa zina yang telah diperbuatnya.

Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasal'lam pun mengirimkan seseorong

menemui kaumnya untuk menanyakan kondisi akal Ma'iz, nomun mereka

membetahukan kepada beliau bahwa akalnya sehat dan termasuk orang yang

baik. Ketika Ma'iz bin Malik datang keempatkalinya kepada beliau, makabeliau

memerintahkan untuk membuat lubang ekskusi bagi Ma'iz. Akhtrnya beliau

memerintahkan untuk merajamnya, dan hukuman rajam pun dilaksanokan".

Oleh karena itu jelas tindakan berbuat zina yang ada pada Undang-

Undang No. L Tahun 197 4 dan Kompilasi Hukum Islam yang mereferensi dari

Al-quran dan Hadist adalah perbuatan yang dilarang hukum dan agama.

Sebagai tarnbahan, dalarn kontek pemidanaan kata zina pada Kitab Undang-

Undang Hukum Piclana (KUHPJ pasal 284 sendiri juga tidak menunjukkan arti

kata zina dengan jelas. Justru pada KUHP istilah zina menggunakan kata

gendak {overspel). Gendak sendiri lebih cenderung terjadinya perbuatan

t32
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perselingkuhan, bukan dijelaskan apa itu zina. Tercantum pacla pasal 284
KUHP zina yairu:zo

1' Diancam dengan pidana penjara paring rama semb'an buran :

a' Seorang pira yang terah kawin yang melakukan gendak

[overspel], padahal pasal 27 BW berlaku baginya;
b' Seorang wanita yang telah kawin yang merakukan gendak

padahal diketahui bahwa pasar 2z BW berrak' baginya;
c' Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal

yang turut bersalah telah kawinl

d. seorang wanita yang terah kawin yang turut serta melakukan
perbuatan itu, padahal criketahui orehnya bahwa yang turut
bersalah telah kawin dan pasai zT Bw berraku baginya.

2. Tidak dilakuan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri
yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berraku pasar 27 BW,

dalam tenggang tiga buran diikuti dengan permintaan bercerai atau
pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasa|72,73, danTS.
4. Pengaduan dapat ditarik kembari serama pemeriksaan daram

sidang pengadilan belum dimulai.

5. fika bagi suami-isteri berraku pasar 27 Bw, pengaduan tidak
diindahkan serama perkawinan belurn diputuskan karena
perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan
tempat tidur menjadi tetap.

Pada penelitian ini penulis ingin mencari formulasi kata zina yang
dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hakim dengan mengikuti praktek-
praktek dan pola zina yang berbeda dari pengertian zina di peraturan
perundang-undangan. secara khusus praktek zina yang ingin diteliti adalah
perilaku zina dalam konteks oral seks. Praktek oral seks menjarli perilaku seks
yang juga dilakukan oleh masyakat di Indonesia. Salah satunya adalah kasus

20 Sosilo, XUHP din KUHAp, Buana press, lakarta, 200g. h.95
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gugatan permohonan cerai yang dilakukan istri kepada suami dengan dasar

gugatan/dalil perbuatan zina dalam bentuk oral seks. z1

Pada gugatan ini isteri selaku penggugat mengajukan cerai karena

suami melakukan perbuatan zina. Isteri adalah ibu rumah tangga yang

beralamat di Tangerang Selatan, Banten yang menggugat suaminya seorang

pegawai negeri sipil. Sebelumltya mereka telah melangsungkan perkawinan

yang sah menurut Agama Islam pada L0 Septemb er t994 dan telah dicatatkan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama berumah tangga

mereka mempunyai 2 orang anak. Suami atau tergugat selama berumah

tangga mempunyai tabiat yang kurang baik yaitu suka berbuat zina dengan

wanita lain seperti pekerja seks komersial. Tidak hanya itu, tergugat selalu

membuat dokumentasi pesta seks dari adegan ciuman hingga oral seks dalam

bentuk foto di Handphone.22 Perbuatan zina itu tidak hanya dilakukan dengan

satu pekerja seks saja, melainkan beberapa pekerja seks komersial lainnya.

Terhadap kelakuan tergugat itu, penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang

selama 6 tahun meskipun mereka masih tinggaldalam 1 rumah.

I{elakuan tergugat yang selalu berzina dengan pekerja seks komersial

ini memicu pertengkaran dan menimbulkan keinginan penggugat untuk

bercerai. Pada akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke pada

tergugat. Gugatan dimohonkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa dengan

nrengajukan bukti 2 orang saksi, yaitu kakak kandung penggugat dan ayah

kandung penggugat. Bukti prlntouf foto suami sedang melakukan pesta seks

yang isinya sedang beradegan ciuman dan beberapa foto sedang oral seks,

br-rkti ini sudah dikuatkan dengan akta pernyataan notaris terhadap kebenaran

alat bukti itu. Disamping foto, istri juga mengajukan bukti Short Message

Service [SMS) dan Blackberry messengger [BBM) sebagai alat bukti foto di

Handphone suami /tergugat.23 Kesemua alat bukti yang diajukan oleh

2 | hltp://nervs.detik.com/berita/2 5 1 7 1 13 /n€ski-ada-bukti-foto-pesta-seks- maielishakim-to)ak-gugatarl- perce.ai an, artikel

diJmbil padi 10 April 2015, 0!).00 WiB

22 rbid.

23 Ibid
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istri/penggugat telah dilakukan uji forensik oleh ahli dibidang Infbrmation
Technology [lr] dari Institute Teknologi Banclung yang dinyatakan
original/bukan rekayasa yang turut hadir sebagai saksi ahli yang memberikan
keterangan dibawah sumpah.24

Terhadap permohonan gugatan perceraian itu majeris hakim memutus
dalam putusan No. 1538/pdt.G/2013/pA.Tgrs bahwa majelis hakim menolak
gugatan perceraian yang dimohonkan oleh isteri selaku penggugat. Majelis
hakim menganggap bahwa bukti foto yang dijaclikan alat bukti oleh penggugat
yang menunjukkan adegan ciuman dan oral seks rnelalui BBM clan sMS

chatting tidak mengandung unsur zina. Majelis hakim berpendapat bahwa foto
tersebut tidak menunjukkan atau memunculkan masuknya alat kelamin pria
kedalam wanita sebagai bukti adanya unsur perzrnaan, secara sederhana

hakim cukup membuktikan bahwa yang narnanya zina harus ada rnasuknya
alat kelamin. Dengan demikian alat bukti foto itu tidak dapat digunakan

sebagai alasan penggugat/isteri untuk menjadikan zina sebagai alasan

perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 116 I(HI.

Disamping alasan diatas majelis hakim berpendapat bahwa untul<

membuktikan terjadinya perzinaan harus dibuktikan dengan 4 orang saksi

yang melihat secara langsung pada saat berbuat zina dalam tempat dan waktu
yang sama. Majeiis hakim dalam putusan ini menolak bukti foto yang diajukan

penggugat sehingga majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan

perceraian. Alasan majelis hakim mengacu pada firman Allah SWT pada Surat

Q.s An-Nur ayat 4 yang artinya "dan orang-orang yang menuduh perempuan-

perempuan yang baik [berzinal dan mereka tidak mendatangkan empat orang

saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima

kesaksian mereka untuk selama-lamanya, rnereka itulah orang-orang yang

fasik".

Yang menjadi menarik untuk dikaji atas putusan No,

1538/Pdt.G /2013/PA.Tgrs sebagai obyek penelitian adalah pertimbangan
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hakim yang mengacu pada keterangan tidak adanya unsur zina pada foto

tersebut karena majelis hakim menganggap oral seks bukanlah zina.

Ditambahkan dalam pertimbangan hakim bahwa secara normative syar'iyang

dapat dikatakan zina adalah hubungan seksual melalui pertemuan dua alat

vital antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan. Dengan demikian jika 2

orang pria dan wanita berada di suatu tempat berdua-duan sambil

bertelanjang, bahkan berciuman tanpa melakukan persenggamaan tidak

termasuk kategori zina.zs

Penulis ingin mengkrucutkan penelitian ini pada konteks makna kata

zina sendiri, ,mengingat pola dan periiaku seks yang berubah dimasyarakat

sehingga memungkinkan seseorang itu menyalurkan hasrat seks nya tidak

dengan memasukkan alat kelamin, tetapi hanya sebatas oral seks. Ketika oral

seks itu dijadikan dalil didalam permohonan cerai sebagai alasan telah

terjadinya zina, maka perbuatan oral seks ini tidak dapat digunakan untuk

membuktikan terjadinya zina sebagaimana diatur pada KHI pasal 116 dan PP

No. 9 'Iahun 1975 pasal l-9. Sehingga ketika penggugat yang mengajukan

gugatan cerai atas alasan zina, hanya sebatas 2ina yang memasukkan kelamin

pria kedalam wanita saja yang dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan latar belakang diatas, letak permasalahan yang ingin

diteliti diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut bagaimana hakim

nremaknai kata zina dalam membuat pertimbangan dalam gugatan perceraian

? apakah oral seks dapat diklasifikasikan kedalam kata zina?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakrta. Peneiitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan

mengkaji hukum normatif didalam peraturan perundang-undangan dengan

mengkaitkan pada asas hr.rkum dan menggunakan metode kualitatif.z5

Pendekatan yang dipakai adaiah pendekatan normatif, yakni menggunakan

25 Irutusan No.1538/Pdt-C/20 I 3/PA.'fgls pada bagian pertimbangan purusan poiD ke 3

26 Suhareimu Arikunto, Prosedur Penelirian Suatu Pendekatu Pnktelc Rineka Cipta, lakarta, 1996, lL 144
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kata zina yang terdapat pada Kompilasi Hukum lslam pasal LL6 dan PP No, 9

Tahun 1975 pasal 1.9 untuk dicari relevansinya dengan kata zina sebagaimana

perilaku dan pola seks pada saat ini dispesifikan pada oral seks.27

Sumber data yang digunakan daiam penelitian ini adalah data sekunder

berbentuk bahan hukum, yang terdiri atas :28

aJ Data sekunder yaitu berupa bahan hukum yang terbagi atas bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier yaitu :

L Bahan hukum primer meliputi :

a. Putusan Pengadilan Agama No. 1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

b. Undang-Undang No.1" Tahun L974

c. Peraturan Pemerintah No. 9 I'ahun 7975

d. Kompilasi Hukumlsiam

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari penelitian, disertasi , tesis, buku,

jurnal, artikel dan literatur pustaka iainnya yang berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas;

3. Bahan hukum bersifat tersier, yakni bahan hukum yang dapat

menerangkan dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.Ze

Pengumpulan data penelitian ini, penulis mencoba dengan:

a. Studi pustaka yaitu mengkaji hasil penelitian hukum, jurnal,

literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Studi dokumen yaitu dengan mencari data-clata, dokumen-

dokumen resmi institusional, dan hai-hal lain yang terkait seputar

dengan rumusan permasalahan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis dengan

menggunakan metode diskriptif-kualitatif.30 Yaitu data yang diperoleh di

lapangan dan di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi dan

27 Sri Manudii, et, al-, Metode Penelitian dan Pcnulisan l{ukum, Bad:rn Pcrrc.rbit Fiku-lrrs llukuDr lJniversitas lndonesir, lilkirLr, 2005,

2B Soerjono Soekamto, Penelitien Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)" ,PT Raja Grahndo Persada, )akarta,2007, h. 13

29 Soeriono Soekanto, Sri Mamudii, Penelitian Hukum Nonn.tif Suatlr Tinjauin Singkat, Rnia Gralindo Persada, cct. 10, lalinrtn, 2007,

30 Riyanto Adi, Metodologi Penelidil Sosial dan flukunl Jakarta, Grainr 2004. h. 128

h.4
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diurai, dipilah-pilah data, menelaah data, dan menghubungkan data tersebut

untuk rnember makna atas penelitian berdasarkan objek permasalahan.

PEMBAHASAN

Pengertian zina secara umum

Pengertian mengenai zina banyak diulas pada beberapa kajian ilmu

psikologi dan fiqih jinayat, fiqih muamalah,3l tetapi pemahaman zina secara

makna hukum positif cenderung lebih kepada perilaku perselingkuhan

5syn312.:rz Secara istilah,3: zina diartikan sebagai sebuah persetubuhan yang

dilakukan antara pria dan wanita dengan memasukkan kemaluan pria

kedalarn kemaluan wanita yang bukan istrinya.3a Para ulama Islam

memberikan pengertian tentang zina berbeda-beda walaupun dengan

substansi yang sama untuk memudahkan penulis menggunakan 4 mahzab

yang ada di Indonesia. Mahzab maliki mengatakan bahwa zina adalah seorang

mukallaf yang menyetubuhi farji yang bukan miliknya sah. Mahzab hanafi

mengatakan zina adalah persetubuhan pria dan wanita pada kemaluan tanpa

didasari syubhat kepemilikan.rs

Maksud ulama yang secara substansi sama dalam memberikan

pengertian zina ketika zina diartikan dengan sebuah persetubuhan yang

dilakukan laki-laki dan dia sudah rnr"rkallaf terhadap wanita atau

farji/kemaluan dimana perbuatan itu secara sadar sengaja dilakukan tanpa

didasari kepemilikan (tali perkawinan).36 Artinya secara pemahaman syariah,

persetubLrhan yang dilakukan tanpa adanya kepemilikan atau ikatan

3 I Dalan pcrspektil ini, perzinahan masuk keddam kategori sekualitas yilg ridak beradab kretra keluar dari konsep yang ada pada

agafia lslam karena sebelum Islarn datag zina merupakarr tindakaD yang ddak dilarang. Lihar pada Ammi, Zina dan Kumpul Kebo dalam

Perspekri[]lukunt tslanl, Studi ntns de]ik zina dan kurnpul kebo dalan RUU IiUHP 2005, skripsi, Fakultas Syanah, UniveEitas lslim Negeri Sunan

Kalijagi, 2008, h. 4.

32 Amir Syarifuddin,Hukum Perkarviuan lslam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan, Prenada Media, Jakarra

2006, h. 68

33 Persehtiruhan adalah sebuah ungkapan kirsih untuk mempersatukan diurana rasa ini timbul dari dari dua pribadi yrng bertekad

untilk bidup bersama dalam suka dan duk;r, karcni ihr nunel istilnh bersetubuh (meniadi satu ttrbuh], ia adaiah milik saya dan saya adalah

millknya. Lihat pada singgih D. Gunarsa, Psikologi Praklis : Anak, llemaia, dan Keluarga, BPK Cunung Mulia, Iatarta, 1991, h 9l-92,

34 Neng Diubaedah, PerzinaaD Dalam Peraturan Perundang-undangrn di Indonesia Ditioiau dari Hukum lslam, Ctk, Perbma, Ken€[a

l\.enada ly'cdir Croup, lakarta, 2010, h. f)

"15 A. Diazli, Fiqih ,inayah, Cmtindo Persada, lakarta. 1997. h. 36.

36 IVahbah Az-Zuhaili, tiqih lslarn Wa Adillaruhu, Cth. Kesepulnh, Cema insani, lakarta, 2007, Hlm. 303
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perkawinan diartikan sebagai zina.37 secara tegas maksud pelarangan zina

dituangkan pada firman Allah swr yang artinya "clan janganlah kamu

mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, clan

suatu jalan yang burulC' [Q.S Al-lsra 32 :L7).

Dapat kita ketahui bahwa pengertian zina yang ada pada peraturan

Pemerintah [PP) No.9 Tahun 1975 Tentang pelak.sanaan undang-undang No.

L rahun 1974 tentang perkawinan pasal 1.9 ayat [1J dan Kompiiasi Hukum

Islam Pasal 116 ayat [L) hanya sebatas tertulis "salah satu pihak berbuat zina

atau menjadi pemabok pemadat, penjudi, dan rain sebagainya yang sukar

disembuhkan". Kata berbuat zina pada 2 ketentuan tersebut tidak menclapat

rincian zina semacam apa yang diberlakukan, apakah zina sepanjang

pemahaman ulama yang diakui di Indonesia atau masih terbuka bagi hakinr

untuk memberikan makna zina sesuai dengan kasus yang dihadapi hakim.

untuk mengetahui lebih dalam pemahaman zina, penulis sertakan

kajian unsur-unsur yang melekat pada zina, dikemukakan oleh ulama mahzab

di Indonesia bahwa zina mempunyai beberapa unsur seperti :38

1. Adanya persetubuhan (sexuol intercouse) yang diiakukan didalam

kemaluan perempuan yang tidak terikat perkawinan (heterosex).

Artinya persetubuhan itu harus dilakukan dengan lawan jenis.

Walaupun alat kemaluan yang masuk sedikit ataupun ada

penghalang [kondom) selama penghaiangnya tipis dan tidak

menghalangi persenggamaan halini sr.rdah dianggap zina,

2. Dilakukan dengan niat yang sengaja, artinya para pelaku secara

sengaja dan niat untuk berzina walaupun sudah mengetahui bahwa

yang disetubuhinya bukan haknya. Tetapi niat yang sengaja ini

harus diikuti dengan perbuatan zina, jika tidak itu hanya sebatas

37 Diielaskatr bahwa zina dilaliukan bukan karena subhat tetipi didJsari atas svaltwtt iihat pada Ali Zairudin, Hukunr pitlana Islam,

Sinar Crafika, lakarta, ?007, b.38

38 Wahbah Zuhaiij, Fiqh lmalur Syafi'1, Alnrahira, ,akarra, 2010, h. 340-344
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niat dan pikiran saja maka tidak dikenai pertanggungjawaban

zina.3e

Dari 2 unsur diatas menimbulkan pertanyaan bagaimana jika pada

Llnsur 1 mereka yang berbeda kelamin tidak sampai pada memasukkan alat

kelamin walaupun sedikit, tetapi mereka hanya berciuman, berpelukan, ataLr

oral seks ? pada konteks ini perbuatan yang dilakukan belum dapat dikatakan

zina, yakni perbuatan zina yang dapat dijatuhi hukuman rajam atau dera.

Tetapi mereka bisa clihukunl yang bersifat edukatif.a0 Kembali kepada pelaku

zina itu sendiri, mengingat tanggung jawab hukum zina kembali pada

pelakunya.

Secara hukum perbuatan zina akan dapat dikenai akibat hukumnya

apabila zina itu dapat dibuktikan. Untuk rnembuktikan zina ini harus disertai

dengan alat bukti yang khusus sebagaimana itu diatur didalam hukum

acaranya pada pengadilan Agama, terlebih pada pembul<tian zina sebagai

alasan perceraian. Pembuktian zina menggunakan asas in flagrante delicto

yaitu pembuktian terhadap zina harus alat bukti saksi.ar saksi tersebut

haruslah saksi yang benar-benar menyaksikan peristiwa zina itu secara fisik

sedang melakukan zina agar kesaksiannya mempunyai nilai kekuatan

pembuktian.aZ

Maksud dari asas ini sesuai dengan firman Atlah SWT dalam surat An-

Nisa ayat 15 yang artinya "Dan para perempuan yang melakukan perbuatan

keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada

4 [empatJ orang saksi di antara kamu [yang menyaksikannya). Apabila mereka

telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka [perempuan itu) dalam

rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah SWT memberi

jalan (yang lain) kepadanya."

ii9 Dapat diketlhui brhrva uttsur zjna tcr(iapnt persentbultan yang dilakukan pfia dalr wrnltn diklar perkawiuar, peiaku brligit,

cakaphukum/mukallal,berakal,dilakukansadar, sengaja,dilaliukanolehmanusiayangberbedakelamin,perbuatanziraterhindardarisyubhat,

pelaku nlengetahui hahwa zina itu dilarang, lbid.

4.0 1bid,, h. 345.

41 Penuduhan zina tidak dapat didasarkan hanya pada sebuah opini atau kesimpulan atas sebuah peristiwa.

42 M. Yahya Harahap, Kedudtkan Kewsnangan Dan Acra Peradilm Agama, Ctk. Keempat, Sirar Grafika, Jakarta, 2007, h .320-323.
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Pada prakteknya, pembuktian zina haruslah dilakukan disidang

pengadilan Agama. Dalam hal gugatan perceraian karena alasan zina pihak

yang mendalilkan terjadinya zina berkewajiban membuktikan kebenaran

peristiwa tersebut. Dalam sidang pengadilan ada 2 landasan yang dipakai

untuk membuktikan zina yakni iandasan positif dan landasan fiqh.+: Landasan

positif yang dimaksud adalah pembuktian yang ada pada pasal 54 unciang-

undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Artinya bentuk-bentuk

bukti yang bisa dipakai sebagai bukti adaiah pembuktian yang berlaku hukum

acara di Pengadilan Agama, kecuali ada yang diatur secara khusus.aa

Disamping landasan positif, pengadilan agama mengenal landasan fiqh

sebagai dasar pembuatan pertimbangan. Pada landasan fiqh,+s membuktikan

perbuatan zina hakim akan mengguhakan ijtihad ulama untuk menentukan

terjadinya zina. Zina dibuktikan dengan 4 pembuktian yaitu saksi, pengakuan,

qarinah, dan pembuktian li'an.a6

pembuktian saksi pada kasus perzinaan ini telah disepakati oleh para

ulama bahwa untuk membuktikan zina diperlukan 4 orang saksi. a7

Sebagaimana dijelaskan pada Q.S An-Nur ayat 13 yang artinya "Mengapa

mereka [yang menuduh itu) tidak datang membawa 4 (enrpat) saksi?. Oleh

karena mereka tidak membalva saksi-saksi, maka mereka itu dalam

pandangan Allah SWT adalah orang-orang yang herdusta." Syarat keempat

orang saksi itu mereka haruslah : laki-laki,a8 mukallaf [baligh dan berakal dan

mampu bertanggung jawabJ, adil, merdeka, beragama lslam, kesaksian yang

sama terhadap perbuatan zina, memberikan keterangan dalam satu majelis

persidangan, tidak dalam tempo waktu yang kadaluwarsa,ae mereka

43 Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin dan Ahttrad lzaud.lin, Hukunr lslirr Soiusi Pernrirsillirhal Keluargr, utk. Pertrnra, LJll

Press, YoS/akarta, 20{J5, h. 60.

44 lbid.

45 Fauzan Al-anshari Abdurrahnran Madirie, lltrkumiln bagi pczira dan pcnuriuhnya, Kahinrj tlnyan, lakdrtir, 2002, h. {;.

46 Wahbrh Zuhaili, op.,ciL, hlm. 326-327.

4TADisujtllqhlinslab{UpayaNeLa^ggulilgiXc'lahatxdaiamlslarnJ,Ctir.Kedua,fT. RajaCmfindoPcrsada,lakarta, 19(.i7.h.

59.

48 julttHT ullr,a Rlffiyelkaq sal'-s haRisii$ 4 omr.g lahr!aki, lel3pi ada beberipa rd:r:ia yarg rremboiehkan saksi itu 3 13ki laki

dan 2 Derenrpuan aliau 2 laki-laki dan 4 perernpuan.

49 lrum s_vai0'] , imm Bdih tidak Dengenal kadalurvasa dalanr kesaksiu perzinaaru
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mempunyai kontpetensi untuk bersakslso dan kesaksian mereka mampu

untuk meyakinkan hakim.sl

Pendapat ulama dalam landasan fiqh tentang pembuktian zina terjadi

perbedaan pada sisi pernyataan kesaksian. Menurut imam ahmad dan abu

hanifah, keempat saksiharus menyatakan bahwa mereka menyatakan adanya

perzinaan. Berbeda dengan pendapat diatas, imam malik dan imam syafii

cukup mengambil 1 pengakuan saksi dalam penentuan perzinaan.s2 dari 2

iandasan hukum yang dipakai untuk membuktikan zina, kedua-duanya

rnensyaratkan harus dapat rneyakinkan hakim didalam membuat

pertimbangan hukumnya. Landasan positif dan landasan fiqh menjadi alat

analisis yang berbeda dalam mencari pembuktian zina, tetapi kedua landasan

itu mampu untuk meyakinkan hakim mencari kebenaran untuk pembuktian

zina.

Pada ujungnya, pertimbangan dan putusan hakimlah yang dapat

menentukan perbuatan zina itu terbutkti atau tidak sebagai alasan pada

gugatan perceraian .s3 Hakim bertindak sebagai lembaga pengadilan di negara

Indonesia yang berwenang untuk memutus perceraian sebagaimana diatur

pada Peraturan perndang-undangan.

Pengertian oral seks

Kajian mengenai oral seks sudah banyak dikaji oleh peneliti hukum

terutama pada kajian hukum isiam. Oral seks yang dimaksud lebih kepada

kajian perpektif hukunr islam atau kajian perbandingan dengan para pendapat

Itlama-ulama fiqh.sa Pada kajian ini tidak akan membahas oral seks secara

mendalam, penulis mengkaji oral seks lebih kepada perbuatan yang bisa

dijadikan ke alasan perzinaan. Mengingat oral seks pada kasus yang diteliti

50 Koupetensi artinya menyaksikan secnra langsung, hal ini untuk meniaga dari kesaksian yang syubhal

5l Dalam mcmbuat pertiutbatrgan kt'saksian teriaditrya perzinnln dilihat dari cara nrelakukan peruinaan, w.aktu keiadian, d;rn

tonpnt kcjadiannya.

52 Ilalimao. Hukum I'idand Sjari'at lslam Merurut Adjaratr Ahlus Sunnah,Crk. Pertam, Bula!Bintang, lakana, 1971, h. 390

53 Muhammad Syaifuddin, Sd Turatnriyah. Annalisa Yatranan, Ilukum Perceraian, Cdi Kedua, Sinar Crafika, Jakarta, 20 14. h. I 7 - 19

54KehanyakankajianoralseksdililHtdurisisihukurntslamyangdibandingkan denganperdapatul.rmasepertistudiktrmparasi

dengnn pemikirln shahid athar, penikiran an-ndjmi, Ainul Churri, Pemenuhan Kelrutuhan Seksual dengan ora oral studi terhadap fanva syaikh

ao-najmi dalam tiniauan hukum islarn, skripsi, Irakuitas Syari'ah, Universit6 lslam Negeri Sunan Raliraga, 2008, h. 38.
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penulis dilakukan oleh mereka berlainan jenis dan nrasuk kepada kategori

diluar batas kepatutan dalam hubungan perkawinan.

Kata oral seks diambil dari gabungan 2 buah kata yaitu seksual dan oral,

seksual diartikan dengan syahwat dan nafsu birahi untuk melakukan

hubungan seks. Oral diartikan dari kata oralisme berati mulut atau lisan

dimana itu diartikan melakukan sesuatu dengan menggunakan mulut.ss

Secara sederhana oral seks diartikan dengan sebuah aktifitas seksual yang

menggunakan oral baik itu bibir, lidah gigi, bahkan hingga kerongkongan

kepada alat kelamin suntuk memberikan stimulan seks. Oral seks dilakukan

sebagai bagian dari aktivitas "pemanasan" sebelum clilakukannya

persetubuhan bahkan dewasa ini oral seks dilakukan sebagai pengganti

persetubuhan.s6

Oral seks yang secara umum diketahui dengan aktifitas dimana seorang

wanita menghisap alat kelamin [penis dan br-rah zakar) pria, perilaku ini

dikenal dengan istilah fellatio. Perilaku ini menjadi praktek yang sering

dilakukan oleh mereka pasangan yang suka oral seks. Disamping itu ada juga

perilaku yang sebaliknya yaitu dimana si pasangan pria yang menjilati alat

kelamin [vagina dan clitoris) wanita. Perilaku ini dikenal dengan istilah

cunnilingus yang artinya menjilat yulva.sT

Secara psikologis perilaku kedua perilaku oral seks diatas dilakukan

karena tindakan oral seks menimbulkan sensasi yang luar biasa bagi pasangan

masing-masing. Hal ini berdasarkan pada penelitian secara sederhana yang

dilakukan pada pasangan menikah bahwa oral seks adalah sel<s yang digernari.

Alasan dari nrereka meiakukan oral seks karena pasangan itu ingin merasakan

seks variasi yang berbeda dan menimbulkan rangsangan seks yang hebat.sB

55 Iin Erlas?ti, Oral seks di rlaianr perkawinan dalarn pandangan [rasyaraklt serta kedudukannya menumt i)erspektif hukunl

1sinmshdikel.cjaterkeemaansrpon&skripsi,FakulFsSyari,irhdanHukun1,[,niversita5.ls|anrNegeriSyarifl

64.

56 Ora.l seks mengganti\an p€Ntubuhatr karena salah satu pasangatr !"iru si waniranya Jedang haid atatr alasan lain yang

menyebabkan wanita tidak dapat melakukan hubungan sekr Ainul Chutri. op.,cit., 3B-39

57 lin Enrarvati, op.,€il, h. 40-41

58 Marzuld ljmrr Sa'abah, Seks dil kila, CeBra ltrsani Prss, laknrta, 2008, hlrr. 446. Dilran:l lrengliiip dari polling toto Har{loyo

Xusumajaya ddm iltikelnya cegab kehanilan dengu oral *lc.
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Menarik benang merah tentang oral seks didalam peraturan

perundang-undangan, hingga saat ini tidak ada persinggungan dengan oral

seks didalam peraturan-perundang-undangan. Mengingat oral seks br.rkan

bagian dari perbuatan yang melawan hukum,se bahkan Agama Islam sendiri

tidak ada hukum yang jelas untuk melarang ataupun membolehkan orai seks.

Beberapa pendapat ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum boleh

tidaknya oral seks didalam lslam mereka berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah

ayat 223 yang artinya "istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah

ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai".

Terhadap ayat diatas para ulama berpendapat ada yang membolehkan

untuk dilakukannya oral seks, hal ini didasari atas pada prinsipnya suami istri

boleh menikmati seiuruh tubuh pasangannya dengan cara apapun yang

diinginkan kecuali anal seks. Adapun yang berpendapat bahwa oral seks

dilarang karena dikhawalirkan itu menjilat najis yang bercampur di alat

kelamin. Quraish Shihab berpendapat bahwa oral seks yang dilakukan oleh

pasangall suami istri bukan suatu yang diharamkan, sepanjang tidak keluar

dari etika normal dan kesehatan.60

Pendapat yang sama mengatakan bahwa oral seks bisa juga perilaku

penyimpangan seks yang ada dimasyarakat.6l Walaupun oral seks tidak ada

hukum atau dalil yang jelas tentang pengharamannya tetapi ini bagian dari

perbuatan seks. Oral seks rnenurut pendapat ulama menghukumnya dengan

istilah perbuatan yang dibenci dan tidak bermoral.62 Mereka masih membuka

kemungkinan untuk membolehkan oral seks karena perbuatan ini dikatakan

sebagai hubungan seksual yang dilarang, mengingat yang sangat jelas dilarang

adalah seks melalui anus [dubur),0r

59 Tidak ditemukiltt sccara khusus perrturon perundang-undangan yang melaralg perbuatan oral seks, senrua kajian orri seks

lebih kepa(la kajian psi-kologls sualni istri dan kajian hukunr penpektililsJam.

60 Quraish shihab, rnda bertanya, quraish menialvab berbagai nrasalah keis)anlan, Al-Ba!'an, Bandung, 2003, hlm. 222-228.

61 lin Enrawati, op.,cit., h.68

62 Asmu'1, oral seks dalam pandangan hukum islarn dan medis. abla publisher, lakarta, 2004, hlm. 76.

63 lbid.
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Secara garis besar, penulis mengkaji bahwa oral seks bagian dari

perbuatan yang ada pada tingkat kesamaan dengan hubungan seksual,

walaupun hubungan seksual ini tidak digambarkan persetubuhan atau

persenggamaan. Tetapi hubungan seksual ini dilakukan dengan dasar untuk

mencari variasi hubungan seks yang berLreda. Dalam oral seks ini juga

menimbulkan nafsu dan syahwatyang sama seperti persetubuhan, walaupurr

ada pendapat bahwa oral seks dilakukan sebagai bentuk penlanasan (foreplay)

. sesungguhnya tidak demikian, karena oral seks dapat pula dikatakan sebagai

bentuk pelampiasan seksual, hal ini berlaku jika istri sedang dalam halangan

seperti haid atau halangan lainnya. Maka oral seks disini sepatutnya bukan

sebagai pemanasan sebelum persetubuhan, melainkan sebagai pelampiasan

seks,

Analisis oral seks sebagai alasan perceraian karena zina

Memerlukan kajian dan perbandingan yang mendalam untuk bisa

mennormakan oral seks sebagai zina pada hukurn positif atau peraturan

perundang-undangan, khnsusnya pada Peraturan Pemerintah [PP) No. 9

Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun7974 tentang

perkawinan pasal 19 dan Kompilasi Hukunr lslam pasal 116. Hal ini tentu

irarus melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan itu

tentu tidak mudah. Tapi penulis ingin memberikan alasan itu dengan sebuah

gambaran pada kasus yang diteliti ini dimana pada kasus putusan ini seorang

istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan menggunakan

alasan zina.Zina yang dimaksud sebagai alasan, ternyata dibuktikan dengan

tindakan oral seks.

Isteri atau penggugat mengajukan gugatan cerai dan hadhanah pada

tanggal 22 juni 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tigaraksa dalam register perkara nomor 1538/Pdt.G /2013/PA. Tgrs, tatrggal

24luni 2013. Alasan gugatan dari penggugat :64
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tsahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara

sah menurut agama islam pada tanggal L0 september Lgg4, dan

perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dicatat oleh peiabat

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol.

Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat telah

dilaksanakan menurut agama islam dan perkawinan tersebut telah

dicatatkan, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat adaiahsah

clan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa setelah nrelangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat

bertempat tinggal di Kota'l'angerang Selatan, Banten.

Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat telah melakukan

hubungan suami istri, sehingga dilahirkan Z orang anak.

Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis,

namun ternyata tergugat mempunyai tabiat yang kurang baik, yaitu

tergugat adalah seorang pezina. Yang suka berbuat zina dengan wanita

pekerja seks komersial dan ketika berhubungan badan dengan wanita

pekerja seks komersial tersebut, tergugat selalu membuat dokumentasi

pesta seks mulai dari adegan ciuman r,ingga oral seks berupa bentuk foto

di handphone rnerek Blackberry Bold 9000.Dan dari foto tersebut

penggugat mengetahui suatu fakta bahwa tergugat sering melakukan

perzinahan dengan wanita pekerja seks komersial. perbuatan zina

tersebut tidak hanya diiakukan tergugat dengan satu pekerja seks

komersial, namun dilakukan tergugat dengan beberapa pekerja seks

komersial yang lain.

Bahwa akibat keiakuan tergugat yang selalu beruina dengan pekerja seks

komersial, mengakibatkan perkawinan antara penggugat dan tergugat

tidak harmonis. Maka penggugat dan terguggat pisah ranjang kurang lebih

6 (enam) tahun yang lalu meskipun penggugat dan terguggat masih

T.

.,
L.

3.

+.

5.
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tinggal 1 (satu) rumah, namun antara penggugat dan terguggat sudah

tidak ada komunikasi yang baik.

7. Bahwa kelakuan tergugat yang berzina dengan pekerja seks komersial

menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan

tergugat, sehinga tujuan perkawinan tidak sesuai lagi sebagaimana

dikehendaki pada pasal L Undang-Undang 1 tahun 1974 dan pasal 3 KI{I.

L Penggugat menderita karena dikhianati tergugat, yang berzina dengan

Pekerja Seks Komersial .

9. Alasan gugatan cerai dalam perkara ini adalah jeias, yaitu tergugat telah

berzina dengan pekerja seks Komersial, akibatnya memicu perselisihan

dan pertengkaran.6s Sehingga jelas alasan penggugat menggugat dengan

dalil "salah satu pihak berbuat zina" dan /atau antara suamu dan istri

terLrs menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun.

Untuk menjadi pertimbangan hakinr, penggugat memberikan bukti-

bukti yang dapat dijadikan alasan untuk menguatkan gugatan :66

L. Fotokopi kutipan akta nikah nomor -, tanggal 10 September 1994, atas

nama tergugat dan penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, telah dicocokkan dengan

aslinya dinazegelen dan berrnaterai cukup, diberi tanda [P.1J.

2. Fotokopi kartu keluarga nomor-, atas nama kepala keluarga tergugatyang

dikeluarkan oleh Camat Ciputat Timur, I{ota Tangerang Selatan tanggal 19

juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai

cukup, diberi tanda (P.2).

3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor -, atas nama anak I penggugat dan

tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah

Kotamadya Dati II Bandung tanggal 16 fuli t996,telah dicocokkan dengan

aslinya di nazegelen dan bermaterai cukup diberi randa[P,3J.

65 Dikutip dari elinan putusan No.1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, h.5

66 lbid-!-:r2
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4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor -, atas nama anak II penggugat dan

tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota

Bandung, telah dicocokkan dengan aslinya di nazegelen dan bermaterai

cukup diberi tanda (P.4).

5. Fotol<opi berita acara tentang penyumpahan tanggal 15 Agustus 201L atas

nama yang bersumpah tergugat telah dinazegelen dan bermaterai cukup

diberi tanda [P.5].

6. Fotokopi surat keterangan nomor-, tanggal 27 September 2013 yang

dikeluarkan oleh Kepala SMPI IPL Jakarta, telah dicocokkan dengan

aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup diberi tanda IP.6J.

7. Print outfoto pesta seks yang beradegan ciuman hingga orai seks, BBM

(Blackberry Messengger), dan SMS(Shorf Message Service)chatting

tergugat dengan perempuan pihak ketiga yaitu wanita pekerja seks

komersial dari handphone merek Blackberry Bold 9000 diberi tanda [P'7J.

B. Fotokopi akta pernyataan notaris nomor 06 tanggal 09 Desember 2013

telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup diberi

tanda [P.B).

Disamping mengajukan bukti surat, penggugat juga telah

menghadirkan 2 (dual orang saksi keluarga yaitu dari kakak kandung

penggugat, ayah kandung penggugat dan 1 orang saksi ahti di persidangan.

Pertimbangan hakim pada putusan No. 1538/Pdt.G /2013/PA.Tgrs

sudah menggambarkan pertimbangan hakim yang berlandaskan hukum yang

baik, hanya saja hakim tidak berani mengambil keberanian dalam melihat

fakta. Ada 4 pertinibangan hakim yang penulis dapatkan sebagai kajian pada

penelitian ini yaitu :

1. llakim menimbang bahwa bukti elektronik foto, BBM, dan SMS itu dapat

diterima sebagai alat bukti yang sah. Hal ini didasari pada pasal 1 butir 4

Undang-Undang No. L1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang mengatakan bahwa SMS, BBM, dan Foto itu termasuk dari
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dokumen elektronik.6T Foto printout yang didapat dari BBM dan kirinran

sMS chating juga dikuatkan didalam pertimbangan hakim sebagai alat

bukti yang sah sesuai hukum acara yang berraku di Indonesia. Hal ini

didasari majelis hakim berdasarkan pasal 5 ayat [1) yang rnengatakan

bahwa hasil cetak dari dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya adalah

alat bukti hukum yang sah, hal ini merupakan perluasan dari alat bukti

hukum sebagaimana berlakunya hukum acara di Indonesia.oe Bukti foto,

BBM, dan SMS chating yang diajukan oleh penggugat secara hukum

diterima oleh majelis hakim, apalagi bukti itu telah diuji oleh ahli lr
forensik dari Institut Teknologi Bandung.6e

2. Untuk pertimbangan tentang zina, hakim menimbang clengan

memberikan beberapa pertimbangan :

a. secara normatif syar'l bahwa perzinaan adalah hubungan seksual

melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar

ikatan perkawinan, sehingga seandainya dua orang pria dan wanita

berada disuatu tempat berdua-duaan sambii bertelanjang, bahkan

bercium-ciuman tanpa melakukan persenggarnaan atau oral itu

tidak masuk kategori zina.

b. Zina disebutkan sebagai masalah sensitif, sehingga ini sangat krusial

dalam pembuktiannya. Pembuktian zina memhutuhkan 4 orang

saksi yang mengetahui dan melihat secara langsung terjadinya

perzinaan. tidak boleh hanya sekedar melihat pria dan wanita

berdua-duaan dikamar saja, namun harus melihat secara langsung

terjadinya persetubuhan. Sebagaimana Q.S An-Nur menerangkan

pada ayat 4.

6? Dtrkurai elelnu

diq.iai. clelirroutprettL oplilal" atari sgaisnlt yug dapal d;l;lrrt ditufilkar. dm atau dideupor rnelalui (oltrpnler ttau sysrmr elchrolrl. tcnusu!

letopi lrdel tatotos pada ln[su 5W. gan$u, pem. roanga fotr. aran seiei$]]s. bu$l', talda- aapl*, ko<k' alss. srmbol nrru Fdtrloli Hug

nrmiliki nukm atau afii atau dspat dipalEmi oleh orug yrng nran{x1 menEharrio} a.

69 Uodang-Undalg Ne 1 I tahun ?008 tentang lnforrnasi dnn Transdksi glcktrollik pasl 5 ayat { 2).

69 Sebagairnana dalam pertimbangan hakirn pada pasal 6, 15, dil 1.6 yanB intiDya dokrimer elektrorik harus dapat dijamin

keontentikannya. keutuhutrya, dan krtersedienya harus diuji secara forensic sebigai br'ntuk pernerlululn sy;rr.lt fornril drI syamt nutud il
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3. Mengenai keterangan saksi,7O saksi yang dihadirkan oleh penggugat

dinyatakan oleh hakim tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti

saksi. Karena saksi yang dihaclirkan tidak berdasarkan pada apa yang

dilihat, didengar, dan atau dialami oleh saksi.Tr Hal ini melihat dari

keterangan saksi penggugat yang hanya menerangkan kesaksian

berdasarkan curhat dari penggugat dan menyimpulkan dari foto yang

dilihat saksi.

4. Terhadap keterangan ahli, hakim menimbang bahwa keterangan ahli

diperlukan hanya untuk meyakinkan majelis hakim tentang fakta hukum

saja. Terhadap keterangan ahli yang disampaikan, hakim berpendapat

bahwa secara fakta terhadap 2 pertimbangan hakim diatas mengenai

pernbuktian zina tidak ada perilaku zina. Hakim mengatakan hal yang

terjadi pada bukti foto, BBM, sMS chatting ifu sebagai pergaulan yang

melampaui batas-batas secara etika islam.

Hakim melihat bahwa bukti foto, BBM, sMS chating dapat diterima

sebagai alat bukti yang sah. Hakim pun prelihat dan memperhatikan alat bukti

dokumen itu dan menyimpulkan tidak terdapat unsur-unsur zina. Atas 4

pertimbangan hakim diatas, majelis mempunyai kesimpulan bahwa aiasan

perceraian karena tergugat seorang pezina atau suka berbuat zina dinyatakan

tidak terbukti.zz

sangat ironi bagi penggugat yang tidak dapat bercerai secara hukunr

karena alasan penggugat tidak dapat dibuktikan sesuai hukum acara yang

berlaku, walaupun dengan keyakinan terhadap gambar yang dibuktikan

sudah sah secara hukum sebagai alat br-rkti terdapat kegiatan seks tergugat

dengan perilaku oral seks. Oral seks tidak memenuhi unsur zina sebagaimana

dikaji pada tulisan diatas, tetapi kita bisa mengetahui bahwa ini perbuatan

70 Berlaftu sas inlqqrcnte delicto yang artinya tudrhatr zina harus djbuktikan dmgan alat birtti saksi, supaya pembuktis saksi

itu nlenrpunFi kekuatan pembuktian nraka saksi hams nrenyaksikan secara langnng

71 Sesuai dengan 3srs testitnonium de ru(litr BerdaFrkan lxda pasal 171 HIR dan pa*l 1907 liitab tindang-undang Hukuur

Perdati.

72 Dikutip dari sa.linan purusan No_ 153U/PdLc/2OI3/pLTgIs, L 50 darj 55
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Sebagai contoh penulis coba nremberikan gambaran apabila seorang

mencurigai suami atau isteri dari saudaranya berbuat zina, ia mengikuti suarni

atau isteri saudaranya itu ke sebuah kamar dan mendapatinya masuk bersama

laki-iaki/wanita lain sed:lngkan ia hanya seorang diri. Lalu ia

mendokrtmentasik:rn orai seks yang dilakukan suami atau isteri sauclaranya

ter.sebut dengan handphone yang ia nriliki, apakah terhadap kasus seperti ini

dapat dikatakan zina dan juga uremerlukan kesaksian 4 orang saksi?. Kasus

seperti ini p:ltut dijadilcan kajian kontemporer mengingat pendokumentasian

vicleo, foto, garnbar melalui handphone belum ada dizaman Rasuluilah sAW.

Ada rekomendasi konternpot'er yang coba penulis kaji pada peneiitian

ini yaitrr hakim menerapk:rn praktek mashalah mursalah, praktek dimanzr

mencari hukunr terhadap oral seks yang tidak ada kejelasan secara hukumnya

untuk dijadikan alasan zina, dalil didalam Al-quran tidak dinyatakan jelas

mengenai oral seks, hanya dijelaskan "jangan mendekati zina" pada e.s AI-lsra

ayat32. Dari sisi pendapat ulama sendiri oralseks masih menjadi kajian yang

menimbulkan perbedaan pendapat sebagaimana dijelaskan penulis

sebelumnya. Pada kasus perbuatan oral seks yang dijadikan perilaku zina,

dimungkinkan sulit untuk menggunakan metode qiyas karena ada perbedaan

antara dalil Al-qurannya dan ijma.73 Dengan mashalah mursalah tentu ini

dapat dijadikan alternatif dasar hakim berijtihad dalam mencari sisi oral seks

dalam pernbuktian zina. pendapat dari

SyeikAhmad Kutty dosen hukum lslam di Islamic Institute of Toronto, 0ntario,

canada mengatakan bahwa oral seks yang dilakukan bukan dari pasangan

nikahnya dan itu menimbuikan kepuasan dan hubungan yang intim secara

sederhana itu dikatakan sebagai zina. hal ini didasari atas nafsu syahwat

dalam melakukan oral seks, nafsu syahwat itulah yang dikatakan zina.Ta

73 Amir Svarituddtr), ush!l fiqllr, Kerciltu, lrkarta,2009, h.345-346.

74 Syeikh Ahrnad Kutt-v, Oral sex consrdered zina ? lihat pada http://prophetmuhammadforall

com/mcdia/fatawa/oralserzina.ptif artikel diakses pada 10 April 201 5
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mendekati zina. oral seks dapat dikatakan sebagai proses dimana nanti

menjadi zina. Kalau kita perhatikan Agama Islam melarang kegiatan ini

sebagaimana Q.s Al-lsra ayat 32 mengatakan yang artinya "f anganlah kamu

niendekati zina, [zina) itu sungguh sua[u perhuatan keji dan suatu jalan yang

buruk".

Pada analisis selanjutnya penulis berpendapat bahwa r<ontel<s

pembuktian zina yang nrembutuhkan 4 orang saksi memang menjadi syarat

pernbuktian mutlak terhadap aiasan perzineran. hal ini nrenjadi alasan yang

rasional mengingat tuduhan perzinaan adalah tuduhan yang sangat keji

sehingga pembuktiannya membutuhkan kesal<sian yang sangat mengerti

kejadiannya. Hal ini menjadi syarat yang mutlak, mengingat ketentuan ini ada

pada ayat suci Al-quran pada surat An-Nur ayat 4 dan ayat 13 dimana tuduhan

terhadap zina harus mendatangkan 4 saksi. Penuhs coba mengkaji Iebih dalarn

mengenai pembr-rktian zina, mengingat pada zaman sekarang ini sr,rlit bagi

seseorang untuk bisa mengungkap perzinaan dengan mendatangkan 4 saksi.

Karakteristik nrasyarakat yang sudah beraiih kepada sikap individualis dan

sudah mengedepankan privasi men jadi hal yang sukar untuk bisa

rnembuktikan perzinaan dengan 4 saksi.

Pada praktekuya hanya suami atau isterinya saja yang dapat ntelihat

langsung praktek perzinaan yang riilakukan p;rsangannya, inipun belum tentu

dilakukan secara langsung. Saat ini mengungkap perzinaan dapat dilakukan

dengan alat komunlkasi (handphone), hal ini dapat terjadi bila pelaku zina itr,r

mendokumentasikan perzinaannya. I(alau diperhatikan banyak cerita

perzinaan seperti video, foto, bahkan gambar-gambar pornografi yang

beredar dimasyarakat melalui handphone. Itr.r semua dapat diuji

kebenarannya secara forensik oleh ahli di bidang IT. Seperti contoh duh: adzr

video perzinaan yang meiibatkan publik figure di Indonesia, dan video itr"r

dalam waktu yang singkat menyebar di masyarakat Inclonesia. Terhadap vicleo

itu apakah ma.sih memerlukan kesaksian 4 orang saksi ?.
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Sebagai contoh penulis coba nremberikan gambaran apabila seorang

tnencurigai suami atau isteri dari saudaranya berbuat zina, ia mengikuti suami

atau isteri saudaranya itu ke sebuah kamar dan mendapatinya masuk bersama

laki-laki/wanita larn sedilngkan ia hanya seorang diri. Lalu ia

mendol<ltmetrtasikan oral sel<s yang dilakukan suami atau isteri saudarany:r

tersebut cle'ngan handphone yzrng ia rniliki, apakah terhadap kasus seperti ini

dapat dikatakan zina dan juga rnemerlukan kesaksian 4 orang saksi?. Kasus

sepcrti ini patut ciijadil<an l<ajian kontemporer mengingat pendokumentasian

video,lbto, garnbar melalui handphone belum ada dizaman Rasulullah sAW.

Ada rekomendasi konternporer yang coba penulis kaji pada penelitian

ini yaitu hakim menerapkan praktek mashalah ntursalah, praktek dimana

mencari hukunr terhadap oral seks yang tidak ada kejelasan secara hukumnya

untuk dijadikan alasan zina, dalil didalam Al-quran tidak dinyatakan jelas

nrengenai oral seks, hanya dijelaskan "jangan mendekati zina" pada Q.S Al-lsra

ayat32. Dari sisi pendapat ulama sendiri oral seks masih menjadi kajian yang

menimbulkan perbedaan pendapat sebagaimana dijelaskan penulis

sebelumnya. Pada kasus perbuatan oral seks yang dijadikan perilaku zina,

dimungkinkan sulit untuk menggunakan metode qiyas karena ada perbedaan

antara dalil Al-qurannya dan ijma.73 Dengan mashalah mursalah tentu ini

dapat dijadikan alternatif dasar hakim berijtihad dalam mencari sisi oral seks

daiam pembuktian zina. pendapat dari

SyeikAhmad Kutty dosen hukum Islam di Islamic Institute of Toronto, Ontario,

Canada mengatakan bahwa oral seks yang dilakukan bukan dari pasangan

nikahnya dan itu menimbulkan kepuasan dan hubungan yang intim secara

sederhana itu dikatakan sebagai zina. hal ini didasari atas nafsu syahwat

daiant melakukan oral seks, nafsu syahwat itulah yang dikatakan zina.Ta

73 Amir SvadfilddiD, ushul fiqlh, Kencrna, lrknrta, 2009, h.345,346.

74 Syeikh Ahmad Kutty, Oral sex considered zina ? lihat pada http://prophetrnuhammadforall

eom/rncdia/fatawa/oralsexzina.pdf artikel diakses pada 10 April 2015

152



I Akta Yudisia - Volume 1 Nomor 2 - November 2016 ISSN 2502-2253

Peranan hakim dituntut untuk bisa mencari suatu kebenaran dalam

memutus sebuah perkara atau kasus. Hakim Pengadilan Agama adalah

representasi dari pemberlakuannya hukum Islarn di Indonesia. Dasar hukum

yang digunakan menggunakan 2 landasan hukurrr yaitu hukum positif dan

fiqih. Dasar hukum fiqih yang dijadikan pertimbangan hakim akan menjadi

sebuah putusan Pengadilan Agama, putusan Pengadilan Agama adalah

representasi hukum Islam di Indonesia. Tetapi penerapan hukutn Islam dari

sebuah putusan Pengadilan Agama hanya berlaku dan mengikat bagi mereka

yang berperkara saja.Ts Artinya peranan hakim dalam membuat putusan tidak

hanya berdasarkan pada keyakinan hakim, landasan positil Iandasan fiqih,

tetapi juga perlu melihat masalah kontemporer yang timbul dimana itn

berkaitan dengan kasus yang dihadapi.

Peranan hakim dalam memutus perkara didalam lslam mengacu pada

Q. S Al-lsra ayat 36 yang artinya "dan janganlah kantu mengikuti apa yang

kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya

pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta

pertanggungjawabannya". Maksud dari ayat ini adalach hakim wajib mencapai

kebenaran materiil dalam memutus perkara. Islam tidak membedakan antara

kebenaran materiil dan kebenaran formil, tetapi yang dicari adalah kebenaran

yang sebenarnya sesuai tujuan Islam. Oleh karena itu hakirn waiib menggali

peristiwa yang terjadi sebenarnya, kemudian bila telah memiliki gambaran

yang jelas maka ia boleh memberikan putusan.Tr'

KESIMPULAN

Dengan metode penelitian yuridis normatif hasil kesimpulan yang didapat

adalah hakim memberikan pertimbangan hukum zina berdasarkan normatif

syar'I. hakim memberikan 4 pertimbangan didalarn putusannya yang

semuanya menunjukkan pada perbuatan perzinaan yang tidak sampai kepada

masuknya alat kelamin pna kedalam wanita. Hal itu dibukrikan dengan foto

75 Uu).r H ilris Sil[jaya, Irfuanurlah, Baha! Atdr kutinh, Fak(ltis Flilktr)D, Univcrsitns lsitil) llldontsil, 20 I (r, hlnr. 28.

76 rlsaduitatr Aliarra.HtrkNnAcara Peradilan lslaltLP[saka YuslisilYogyak;rrta.20(]9, h 107
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melalui BBM dan SMS tetapi itu tidak cukup untuk dapat dikatakan zina

berdasarkan syariah. Dari sisi kesaksian zina harus dibuktikan 4 orang saksi.

Zina dimaknai hakim sebagai persetubuhan dengan masuknya kelamin pria

kedalam wanita, dan pernbuktiannya tetap harus menghadirkan 4 orang saksi.

Perilaku oral seks yang dilakukan bukan oleh pasangan suami istri

tidak dapat dikatakan sebagai zina, karena zina harus terjadi ntasuknya

kelamin pria kedalam kelamin wanita. Oleh karena itu oral seks tidak dapat

diklasifikasikan kedalam kata zina, ini lebih kepada perbuatan melebihi batas

moral etika perkawinan dalam islam. Oleh karena itu hasil penelitian

menemukan bahwa oral seks demi hukum tidak dapat dikatakan sebagai zina,

tetapi perbuatan itu masuk kedalam unsur zina. Pembuktian zina hanya dapat

diakui bila terjadinya hubungan badan masuknya kelamin pria kedalam

kelamin wanita. Secara kesimpulan penelitian ini, hakim memaknai kata zina

sepanjang pengertian zina semata, padahalperilaku zina saat ini sudah banyak

berbeda baik pola dan tindakannya. Hakim sepatutnya tidak hanya melihat

peraturan semata dalam membuat pertimbangan, tetapi rnelihat perilaku atau

pola zina yang dilakukan dalam memaknai kata zina.

Saran

Sudah tertulis jelas didalam Ayat suci AI-Quran mengenai pembuktian

zina yang harus dilakukan oleh 4 orang saksi, dan hal ini tentu tidak dapat

dikesampingkan. Sebagai permasalahan kontemporer menurut penulis,

penulis berpendapat bahwa pembuktian zina pada saat ini cukup sulit untuk

bisa menghadirkan 4 orang saksi. Alat komunikasi pada saat ini yang sudah

modern secara jelas bisa membuktikan kejadian itu bila itu di foto atau di

video sepanjang itu telah dibuktikan keoriginalitasnya di bidang forensik IT.

Sepanjang itu dapat dibuktikan, sepatutnya pembuktian perzinaan tidak

diragukan 'lagi walaupun tanpa harus menghadirkan 4 saksi keempat-

empatnya.

Saran yang selanjurnya akan lebih bijak majelis hakim memberikan

saran untuk dilakukan sumpah li'an dari istri kepada suami. Walaupun secara
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normatif syar'l li'an seharusnya hanya dilakukan suami yang menuduh istri
berzina dengan keyakinan. Tetapi dalam konteks istri yang menuduh suami

juga layak dilakukan li'an, karena istri yakin dan bahkan dapat

m embuktikannya walaupun melalui lT.

Perilaku seks sekarang juga sudah berkembang dan tidak monoton

pelampiasan hawa nafsu syahwat harus dilakukan dengan persetubuhan saja.

Jika itu dapat dikaji lebih dalam, sepatutnya perluasan makna zina perlu dikaji

lebih dalam, mengingat bagaimana perasaan seorang istri atau suami yang

melihat pasanganya melakukan oral seks kemudian ketahuan clan ingin

bercerai dengan alasan zina justru akhirnya ditolak oleh hakim.
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